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Abstrak
 

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana hubungan (positif atau negatif) kewajiban

rnemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan? (2) Sejauh mana

efektifitas kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam mendirikan perusahaan terhadap

penerimaan pajak di KPP Pademangan ? Pemilihan populasi adalah cluster sampling (sampling daerah)

yaitu populasi penelitian ini adalah KPP Pademangan maka sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak

Badan yang ada di KPP Pademangan. Teknik pemilihan sampeI adalah menggunakan non-probability

sampling dengan cara sampling kuota. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan kuantitatif. Metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang meliputi analisis teoritis dan studi kepustakaan, Metode

kuantitatif yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi sederhana dan regresi linier sederhana. Teknik

pengumpulan data primer adalah melalui kuisioner.

 

Efektifitas adalah kemampuan melakukan sesualu yang tepat. Sasaran telah didefinisikan sebagai keadaan

atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu apapun yang hendak melakukannya. Efektifitas organisasi dapat

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam usaha untuk mencapi tujuan atau

sasarannya. Jadi, sebenarnya sasaran merupakan objek yang utama mengevaiuasi efektif atau tidak efektif

suatu organisasi. Sasaran di sini diasumsikan mulai dari memperoleh sumber sampai kepada sasaran tujuan

akhir yaitu interests. Pendekatan sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektifitas memusatkan

perhatian terhadap aspek ourpul, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan

output yang direncanakan.

 

Diundangkannya seluruh undang-undang perpajakan dalam Lembaran Negara dan ketentuan peraturan

perpajakan dalam Berita Negara mengandung arti bahvwa masyarakat (wajib pajak) hares sadar dan aktif

untuk mencari tahu isi atau maksud dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, baik yang bernilai kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan

wajib pajak maka tidak alasan bahwa wajib pajak tidak atau belum mengetahui pcraturannya. Tanggung

jawab alas pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota

masyarakat (Wajib Pajak) sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya

berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban

perpajakan wajib pajak berdasarkan ketenruan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan.

 

Instrumen cara wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakan, peinenuhan kewajiban, dan kepatuhan m

:sing-masing mempunyai skor fase pencapaian kondisi ideal yang rendah yaitu 53,6%, 44,96%, 42,4%,
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Instrumen penyuluhan pajak dan instrumen pelayanan pajak mempunyai skor fase kondisi ideal yang

diharapkan dari aparat pajak ternyata juga rendah yaitu 43,2% dan 59,33%. Skor fase kondisi ideal yang

diharapkan dari intrumen wajib pajak dan aparat pajak masih rendah. Rendahnya kondisi ideal yang

diharapkan maka kondisi instrumen ini tidak dapat diharapkan untuk memberikan signifikasi terhadap

peningkatan penerimaan pajak.

 

Hasil perhitungan korelasi wajib pajak terhadap penerimaan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh (r)

sebesar 0,928. Koefisien tersebut bernilai positif dan sangat mendekati angka 1, sehingga dapat disimpulkan

bahwa jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak memiliki hubungan sangat kuat dan scarab, artinva

peningkatan penerimaan terjadi bersama-sama dengan kenaikan jumlah wajib pajak, sebaliknya penurunan

penerimaan terjadi bersama-sama dengan penurunan jumlah wajib pajak.

 

Penghitungan t hitung variabeI wajib pajak pada hasil regresi yaitu sebesar 3,52 > t tabel pada tingkat

kepercayaan 90% (a=0,1) yaitu sebesar 2,920. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan persamaan regresi dapat disimpulkan; (a) konstanta

sebesar -1,099D+12 menyatakan bahwa jika tidak ada wajib pajak maka nilai penerimaan adalah -

1.099D+12 (b) koefisien regresi X sebesar 194325728 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 wajib pajak,

wajib pajak akan meningkatkan nilai penerimaan sebesar 194325728 X atau Rp. 194.325.728.

 

Persentase peningkatan penerimaan pajak basil estimasi perhitungan regresi program TSP dcngan persentase

rata-rata peningkatan realisasi penerimaan pajak sebagaimana pada tabel 13, cukup jauh berbeda. Persentase

basil estimasi perhitungan regresi adalah sebesar 28.46% dan persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak

adalah sebesar 34,61%, Akan tetapi, dari sisi jumlah realisasi penerimaan memiliki nilai lebih kecil

dibanding nilai estimasi basil regeresi.

 

Kinerja KPP Jakarta Pademangan tahun 2005 adalah kurang maksimal atau hanya sebesar 80,34% dari

semua rencana. Akibatnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005 juga adalah 80% dari total rencana

penerimaan, Kewajiban mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NPWP pada saat mendirikan usaha adalah

sarana untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Oleh karena itu, kesempatan ini agar dimanfaatkan

sebaik-baiknya sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak yang efektif.

<hr><i>Main Problems of the research are (I) How is correlation (Positive or negative) of obligation in

possessing tax payer registered number against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta ? (2) How

efectivity of obligation in possessing tax payer registered number in establishing the company against tax

revenue in KPP Pademangan, Jakarta? Population choosing is cluster sampling because the research

population is Pademangan Jakarta therefore, sample of the research are institution of tax payer that existing

in KPP Pademangan Jakarta. Sample selection technique by non-probability sampling by away of quote

sampling. The research uses qualitative and quantitative method. Qualitative method by analysis descriptive

approach covering theory analysis and bibliography study quantitative method by using simple correlation

coefficient and simple limier regression. Primary data collecting technique by questionnaire.

 

Electivity is a capability of doing thing properly. Target has been defined as a situation and condition which

is going to be achieved by something that eager to do it, effectively could be mentioned as a degree of



successfulness of policy implementation in the way of achieving the target. So, target is actually the main

object in evaluating effective or not effective. The target here is assumed starting from getting sources to

final destination, it is interest. Goal approach in effectively measurement by focusing attention to output

aspect, by measuring successful in achieving output degree which is planned.

 

Declaring of all tax regulation in official document of nation implicitly that society ( tax payer) must realize

and active to know how or find out what is content or meaning of the determining rule of the tax regulation.

If a mistake happened someday, whether by neglecting or intentional done by tax payer then there is no

reason of not knowing the rule and regulation. Responsibilities tax implementation, as a reflection of

obligation in tax sector is in society member (tax payer) themselves. The government in is this case as tax

officers according to their function will responsible in doing development, research and supervise

application tax payer based on rules underlying in rule and regulation of taxation.

 

Instrument to know tax obligation by fulfilling obligation, and obedience which has phase score of each in

getting ideal condition is low of 53, 6%, 4, 96%, 42, 4%. Tax counseling instrument and tax service

instrument should be at ideal condition phase that is hoped by tax officer, but actuality the score is also low

of 43, 2%, and 59, 33%. This low ideal condition of expectation, make the condition instrument could not be

used to give significance of increasing tax revenue.

 

Calculation result of tax payer correlation against revenue by correlation coefficient formula is got (r) 0,928.

The coefficient is positive and absolute approaching to number I, thus it is summarized that a number of tax

payer to tax revenue has a strong relation and direction, meaning, revenue increasing is altogether happened

with a number of tax payer.

 

Counting of t counting tax payer variable to regression result is 3,52 > t table at confidence degree of 90% (

=0,1) is 2,920, It shows tax payer influence significantly to tax revenue. Based on equal regression is

summarized: (a) constanta -1,099D + 12 is meant ,if there is no tax payer then revenue value is -1.099 + 12

(b) coefficient regression X 194325728 is meant, each addition of 1 tax payer will increase revenue value of

194325728 X or Rp, 194.325.728.

 

Increasing percentage of tax revenue as result counting estimation of TSP regression program with average

percentage of increasing tax revenue realization as shown at table 13 is quite far different. Percentage result

estimation of regression counting is 28, 46%and average percentage of tax revenue realization is 34, 61%.

But, from side of total of revenue realization own a smaller value than estimation value of regression result.

 

Work performance KPP Jakarta Pademangan in 2005 is less maximum or only 80,34% from the target, And

the result to tax revenue in 2005 is also 80% from total of revenue planning. Obligation to register business

to get NPWP at the time of establishing, is a medium of tax intensification and extensification. Therefore,

this opportunity should be benefited as a medium of increasing tax revenue in more effective.</i>


